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ABSTRAK 

 
Sri Rahayu (1920110063). “Persepsi Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Keadaan Mendesak 

Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021/2022)”. Fakultas Syariah, Progam 

Studi Hukum Keluarha Islam, IAIN Kudus, 2023. 

Melihat fenomena pernikahan dini terutama di kabupaten kudus yang 

semakin meningkat peneliti ingin mengetahui penyebab serta faktor apa yang 

mempengaruhi sehingga banyak terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui batas usia menikah serta memahami 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), bagaimana keadaan 

yang diperbolehkan memohon dispensasi untuk melakukan pernikahan beserta 

alasan-alasanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Kudus. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara serta 

dokumentasi. Hasil yang didapatkan dalam wawancara mengenai dispensasi 

nikah di pengadilan agama kudus adalah bahwasanya faktor yang mempengaruhi 

pernikahan dini salah satunya karena hamil duluan, ekonomi dan berakhir putus 

sekolah lalu memilih jalan untuk menikah, baik dari kehendak orang tua maupun 

kehendak sendiri. Setelah dirubahnya Undang-Undang Perkawinan dalam hal 

batas umur minimal menikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal 19 tahun 

bagi laki-laki maupun perempuan. Setelah dirubahnya batas minimal menikah 

tetap terjadi banyak permohonan dispensasi nikah ke pengadilan, karena 

disamping menaikkan usia minimal menikah tanpa diimbangi dengan adanya 

sanksi bagi yang melanggar serta tidak dijelaskan alasan yang seperti apa yang 

bisa dikabulkanya permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan 

putusan permohonan dispensasi nikah tetap berpedoman kepada asas serta tujuan 

demi kepentingan anak itu sendiri, dari segi psikis, sosiologis tetap di 

pertimbangkan tapi tidak hanya berpedoman pada kepentingan anak saja tetap 

harus berlandaskan pada undang-undang telah dijelaskan dalam Perma No. 5 

Tahun 2019 Sedangkan alasan ditolak perkara permohonan dispensasi kawin 

karena beberapa faktor seperti karena ada paksaan, supaya beban orang tua 

hilang, orang tua tidak mampu, belum ingin menikah. Disini hakim bisa menolak 

perkara permohonan dispensasi nikah karena tidak bermanfaat bagi anak 

setelahnya apabila tetap dikabulkan permohonanya dikhawatirkan akan terjadi 

perceraian dikemudian hari. 
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